XARUPATEN RNRANG
A

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG -

NOMOR 6 TAHUN 1991 SERI D NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
WILAYAH / DAERAH TINGKAT Ii DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGXAT il REMBAMG

Menimbang } 8. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Ke —
pala Dazrah Tingkat | Jawa Tengah tanggal
5 Mei 1988 Nomor 061.1 /11734, tanggal
16 Agustus 1£88 Nomor 061.1 /24735 dan
tanggal 21 Nopember 1988 MNomor 061.1/
32372 perihal Peningka'an Sub. Bagian
Pemsarintahan Desa pada Bagian Pemerintakan
han Setwilda Tingkat |l menjadi Bagisn Pe-
merintahan Desa, meka dipandang per'u meni-
njau kembal!i Susuran Orcanisasi dan Tata
kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat il
dan sekretariat Dewar Perweki'an Fakyat
Daerah  Kabupaten Daeizh Tingkat |l
Rembang.



Mengingat

b.

i

) B e

bahwa berkenaan dengan hal tersebut di
atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat |l Rembang Nomor 13 Tahun
1980 tentang Susunan Organisasi dan Ta—
takerja Sekratariat Wilayah / Daerah Kabupa-
ten Dasrah Tingkat Il dan Sekretariat De —
wan Perwakilen Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat |l Rembang dengan segala
rangkaien perubshennya perlu diperbarui
untuk disssueiken dengan maksud Surat
Gubarnur Kepala Daerah Tingket | Jewa
Tengah tersebut di atas yang psngaturannya
dituargkan da'em Peraturan Daereh,

Undarg - Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok — pokok Pamerintahan di
Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 terta-
ng Psmb%entukan Daerah - daerah Kabupaten
Dalam lingkungan Propinsi Jewa Tengah.
Kesutusan Menterl Da'am Negeri Nomor 130
Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan
Organisasi dan Tatake'ja Sskretarist Wilayah/
Dastah Tingkat 1. Sekretariat Kotamadya/
Daarah Tingkat Il dan Sskretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Il

Dengan Parsetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Rembang.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Peraluran Daerah Kabupaten Dserah Ting-
kat Il Tentang Susunan Organisasi den Ta-
ta kerja Sekretariat Wilayeh/Daerah Tingkat
1l dan Sekretariat Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah Kabupaten Deerah Tingkat I
Rembang.



— T

EAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Dsergh ini yang dimaksud dengan

b.

C.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 1| Rembang,

Pemerintah Daerah adaieh Pemerintah Kabupaten Dasrah
Tingkat il Rembang.

Bupati Kepala Daerah adalsh Bupati Xepala Dserah Tingkat i
Rembang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat Il Rembang.

Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat |l Rembang.

Sekrstaris DPRD adalah Sekretaiis Dewan Perwakilan Rakyat
Dizrah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Rembang.

. Sekretariat Wilayah / Dasrah adalah Sekretariat Wiiayah / Daerah

Tingkat |I Rembang,
S ikratariat Dawan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat
Dewan Perwszkilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
It Rembang,
BAB II
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 2

(1) Sekratariat Wilayah [ Daerah ialah Suatu unsur staf yang lang-

sung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Kepala Daerah dalam menyzlenggaraken Pemerintahan di
Daerah berdazsarkan esss dekonsaentrasi. dssentralisasi dan
tugas pembantuan
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(2) Sekrstariat Wilayah / Daerah dipimpin oleh seorarg Sekretalis
Wilayeh / Daerah.

Pasal 3
Tugas pokok Sekretariat Wilayah / Deerah ialah !

a. Menyelenggarzkan pembinaan administrzsi, organisasi dan Ta-
talaksana terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Pemerin-
teh Daerah, membeiikan peleyanen teknis dan administiatif
kepada Bupati Kepala Daerah din ssluruh Perangkat Wilayah
yang bersangkutan.

b. Mambantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggaraken
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,

Pasal 4

Untuk menys'enggarakan tugas tersebut pada pesal 3 Peraturen
Daerah ini, Sekretariat Wilayah / Daerah mempunyai fungsi :

a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama mengin-
tsgrastkan dan mensinkronisasikan seluruh administrasi terma—

suk mengkoordinasikan penyusunan Peraturen Perundang-
undangan

b Pa'ayanan dalam arti memberikan pelayanan teknis dan ad-
ministratif bagi se'uruh satuan oiganisasi dalam lingkungan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang dan selurvh perangkat
wilayah yang barsangkutan,

c. Perencanaan dalam arti mempersispkan rencena. menyusun
program dan menilai pelaksapean rencana berdasarken kebi-
jaksansan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

d. Pambinaan administrasi dslam arti membina urusan tata
usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengsiola keu-
angan dan perbekalan, serta mengadakan hubungsn dangan
lemb=ca resmi dan masyearaket,

e. Pembinaan organisasi dan tstalaksana dalam arti melakukan
penelitian dan pergembangan dalam rangka membina dan
memetinara seluruh kelembagaan dan ketatslsksanzannya.

f. Keamanan dan ketsrtiban dalam arti memelihara dan memb'na
keamanan dan Ketertiban kedalam,
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Pesal 5

Secara hirarkhis Sekretariat \viiayah / Daerah terdiri dari Bagian -
bagian dan Sub - sub Bagian.

Passl 6
Bagian - bagian sebsgaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas ialah ;

a. Banian Pemerintahan Umum.

b Bagan Femerintahar Desa / Kelurahan,
c. Bagian Hukum.

d Bagian Hubungan Masyarakat.

e. Bauan ~erekonomian.

Bagian ~embangunan.

Bagyian Organisasi dan Tatslaksana.
. Bajian Kepsuawaian.

Bagian <euangen.

Bagi-n £esejanteraan Rakyat.
Bagian Umum.

-

?'-t.u-.—- - @

Bagian Kedna

Bagian Pemerintahan Umum
Pasal 7

Bagian Pemerintshan Umum menpunyai tugas melsksanakan se-
bagian tugas Sekrztariat Wilayah / Daersh dalam mengumpuikan
dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan
pstunjuk serta memonitor perkembangen penyelenggarsan peme-
rintahan umum.

Pasal 8

Untuk manyelenggarakan tugas terszbut pasal 7 Peraturan Dae-
reh ini Bagian Pemarintahan Umum. memrpuyai fungsi

a. mengolah bahan dalam rangka pembinaan penyelengaarsaan
pemnerintahan umum kag:atan koordinasi terhadap instansi varti-
tikal olzh Kepala Witayah Kecamstan, crita mernyusun jencena

program dan petunjuk pembinsar przsarana fisik pemerintahan
d=n masalah - mssalah keagrariean,



b.

s A

mengumpulkan dan menganalisa data sarta membarikan saran
pertimbangan dalam rangks pemtinaan pengemb:ngan perkotaan

mengumpulkan dan mergenalisa deta serta membseri saran per-
timbangan dalam rangka pembinaan Perangket V/ilayah j Darrah,

meangumputkan dan menga-aisa data kependuduskan serta mem
bina administrasi kependudukan ( catatan sipil ).

mengumoulkan d+n manganalisa data serta menyiapkan penyu-
sunsan program dan peiunjuk-petunjuk dalam rangka membina
dan memsithara ketentraman dan Kketertiban.

Pasal 9

(1) Bagian pemerintshan Umum terdiri dari :

. Sub Bagian Tataprzja.

Sub Bag!an Pangambangan Perkotaan.

Sib Bagian Perangkat Wilayah, Daerah

. Sub Bagien Adminisirasi Penduauk

. Sub Bagizn Ketentraman dan Ketertiban W:layah.

o

® oo

{2) Sub-sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasa! ini,

masing - masing dipimpin olsh ssorang kepala Sub Begianyang
berada di bawan dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bagian Pemernntahan Uinum.

Pasal 10

Sub Bagian Tatapreja mempuryai tugas.

b.

C,

menerima, mensistimatisasikan, menganalisa dan mengevaluasi
lapotan - laporan tentang p3m=rintahan dari Kepala Wilavah
Kecamatan ssita mempersispkan dan mengotah bahan - bahan
mengenai psnyslengearaan koordinasi instonsi Veruikal oleh
Kepala Wilayah kecamatan.

menyusun tatacara pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan umum termasuk pemiliban umum.

menyusun p=2tunjuk pembinaan prasarana phisix pemsrintahan
dan keagrariaan,
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d. mempersiapkan bahan - bahan psmbentuken, penghspusan
pemecahan, penggabungen, perubshsn bstlzs don nama Wilayah/
Daerah, Wilayah Pembeantuy Bupati dan Wiiayah Kecamatan,

e. mempersiapkan petunjuk - petunjuk tentang penyelsnggaraan
pemerintahan Wilayah Kecamatan,

Pasal 11
Sub Bagian Pengembangan Perkotaan mempunyai tuges ;

8, mengumpulkan., mensistimatisasikan, dan mergclah data pe-

ngembangan perkotaan.

b. memetihara dan menysjikan dokumentasi informasi pengamba-
ngan operkotaan,

¢. merumuskan petunjuk - pstunjuk kebijaksanasn pelsksanean

pengsmbangan pe kotaan

menyslenggarakan kegiatsn - kegiatan untuk pangembangan

perkotaan

8. menyalengaarakan kerjasama antar kota,

f. menyeienggarakan pemsinsan penanggulangan urbanisasi dan
peningkstan pelayanan masyarakst kota

@ Pembinaan Perundang - undangan perkotaan.

Pasal 12
Sub Bagian Perangkat Wilayah / Dasrah mempunysi tugas |

d

8. mempersiapkan dan mengolah bahan-bzhan dalem rangka pe-
naang«atzn dan pembsrhentian Angge's dan pimpinan Dewsan
Perwakilan Rakyat Daerah

b, memocersiapkan dan mengo'ah bahan - bakan da'am rangka
pencalonan, pengusulan, pengangkatan pemberhentizn Bupati,
Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah / Daerah, pembstu Burati.
Sekretaris Dewan Perwakiian Rakyat Daersh Kepala Wilayah
kecamatan dan Polisi Pamong Praja,

Pasal 13

Sub Baaian Administrasi Penduduk mempunyai tugas :
mempersiapksn dan mengolah bahan - bahan pendataan ke—
pendudukan termesuk data perkawir.an, kelahitan dan kemasatian
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b menyslengaarakan perdaftaran penduduk termasuk orang asing.

c. merancanakan sagala kagiatan untuk memperiancar peiaksanaan
transmig:as' lokal maupun nasional

d. membantu kegiatan yang berszngkutan dengan masalah ke-
tena gakarjsan dan parburuhan Daerah,

e. mampariancar sagaa kegiatan pslaksanaan keluarga berencana,

Pasal 14

Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah mempunyai
tugas :

, mang'kuti, mengumpulkan mensistimatisasikan dan menganalisa
laporen - laporan dan peristiwe - pernistwa yang nenysrghut
ketentraman dan k:tartiban Wilaysh,

b. mempersi~-pkan, menco'ah dan menyusun petunjuk - petunjuk/
ketentuan tentana pengamanan pe'eksaraan Pereturan Daerah
dan P=raturan Perundang - urd=r gsn lainnya yang menyangkut
kepentingan umum, mengadatan hubung-n dan kerjasama de-
ngan insransi lain dalam rangku intensifikasi peny d kan terha-
dap pelanggaran Paraturan Das sh dan peraturan perundang =
undangan leinnya.

¢ msmbarikan bahan pertimbangsn yzng berhubungan dengsn
lega itas dan pemberian ijin yarg menyangku! keleitiban umum.

d. m-mpersispken pergaturan rencana penggurezr ¢an pembinaan

Folisi Pamong Praja.

Bagian lletiga
Bagian Pemerintzhan Desa / Kelurahan
Pasal 15

Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai tugas melaksa-
nekan sebagian tugas sexretariat Vilayah / Daerah dalam mengum-—
pulkan dan meigsnalisa data, mamparsiapkan pe yusunan pro-
gram dan petunjuk serte memonitor perken bergen penyelengga-
¢san Taia Pemerintahan Desa / Ke'urahen, Pendapatan dan neka-
yaan Desa, Peranckst dan Administrasi Desa/Kelurzhan, rengem-
bangan Desa / Kelurahen dan Leribega Adat.
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Pasal 16

Untuk menyelengcarakan tucas teisebut peda pssal 15 Peraturan
Daerah ini, Bagian Pemerintahan Desa / *elurahan mempunyai
fungsi mengumpulkan dan menganaiisa deata serta membertkan
Saran pertimbangan dan pstunjuk dalam rangka :

8. pembinaan mengsnai talacara penya’enggaraan pemerintahan
Desa / Kelurahan

b, psm»inaan pendapatan dan kekayasn Desa.

C. pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan Desa | Ke-
furahan.

d. pembinsan pengembangan Desa { Kelurahan serta pembinean
Lembaga Adat.

Pasal 17

(1) Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan terdiri dari :

8, Sub Bagian Tata Fem=rintahan Desa / Kelurahan

b. Sub B8agian Pendzpatan dan nekayaan Desa.

¢ Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa [ Kelurahgn.
d. Sub Bagian Pengambangsan Desa/Keiurshan dan Lembaga Adat.

(2) Sub - sub Bagian sebagaimana tsrsebut ayat (V) Pasal inj
dipimpin olsh seorang Kepaa Sub Bagian yang beradas di-

bawah dan bertanggung j-wab langsung kepada Kepaia Bagian
Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Fasal 18

Sub Bagian Tata Pemsrintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugss :

8 mempersiapkan dan mszngeolah bzhan - bahan untuk menyusun
ketentuan - ketentuan dan petunjuk - petunjuk serta pembinzen
di bidang ketsntraman dan ketertiban.

b. mempersiapkan d=n mengolah bahizn - bahan untuk penyusu-
nan ketentuan - ketentuan dan petunjuk - pe'unjuk serta pem-
binaan dib dang pengawasan. koordinssi dan sosial poltik.

€. mempsersiapkan dan mengo'ah bahan - batan urtuk renyusun
ke'entuan - ketentuan dan petunjuk - pelunjuk sarta pembinaan
dibidang panyelenagaraan Pemerintaban Desa / xelurahan,

d. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian PemerintahanDesa / Kelurahan.
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Pasal 19

Sub Bagian Pandapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas !

a,

b.

C.

d.

melakukan pembinaan dalam rangka perggalian, peningkatan
pe~gamansn, penertiban dan menginvent:risir sumber — sumber
pendanatan / penghasilan desa.

melakukan pembinaan dalam rangka peniigkatan. pengamanan
pene-tiban dan menginventarisir kekayaan Desa.

menyusun ketentuan - ketentuan dan petunjuk — petunjuk da—
lam rangka membukuksn, pengelo'asn daa penstaan pendspa-
tan / penghasilan Desa melalui APPKD,

melaksanakan tugas - tugas lain yang dberikan oleh Kepala
Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Pasal 20

Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa / Kelurahan mem-
punysi tugas :

al

C.

mempersiapkan dan mengolah bahan - bzhan untuk menyusun
ket-ntuan - ketantuan dan petunjuk - petunjuk tentang tataca-
ra pemilihan. pengesahan. pengangkatan, pemberhentian se-
imentara dan pemberhentian Kepala Desa

mampsrsiapkan dan mengolsh bahan - bahzn untuk menyusun
ketentuen-kerentuan den petunjuk-peturjLk tentang pengang-
kat=n dan pemberheniian perangkat Desa,; Kelurahan,
memparsiapkan dan mengolsh bahan - bahan untuk menyusun
keteniuan - ketentuan dan pstunjuk - petunjuk tentang pembi-
nan dan peningkatan kemampuan Aparatur pemerintahan
Desa / Kelurahan,

. mempersiapkan dan mengolah bahan - behan untuk menyusun

ketantuan — ketentuan dan petunjuk pefunjuk tentang pelak-
sanaan ketatausahaan j administrasi Peme:intaban Desa / Ksiu-
rahan

ma'aksanakan tugas - tugss lain yang diberikan oleh Kepala
B.gan Pemerintatan Desa / Kelurahan,
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Pasal 21

Sub Bagian Pengembangan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat

mempunyai tugss ;

a mempersiapkan dan mengoieh bshan - bahan untuk penyusu-
nan ketentuan - ketentusan dan pstunjuk - peturjuk tentang pe-
ngembangan Desa / Kelurahan termasuk psmbertukan. pemeca-
han, penyaruan dan penghzpusan Desa / Keiurahan,

b mempsrsiapkan dan mangelah bahan - bahan untuk penyusu-
nan kstentuan - ketentuan petunjuk - petunjuk tentang pembi-
naan dan pengenbangan Lembage Adat.

C¢. mempersiapkan d=n mengolzh bahan - bshan untuk penyusu-
nan ketentuan - keteriuan pstunjuk - petunjuk dan tatacara pe-
netapan dan perubahan batas wilayeh Desa / Kelurahan serta
pembinasn kerjasama antar Desa / Kelurahan.

d. mengumpulkan data Desa / Kelurahan serta mengurus masalah
yang berhubungan dengan pengembangan Desa / Kelurahan
dan Lembaga Adat

8. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepaia
Bagian FPemeiiniahan Desa / Kelurahan.

Bagian Keempat
Bagian Hukum

Pasal 22

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat Wilayih / Daarah dalam mengkoordinasiken parumu—
san peraturan perundang - undangan, menelash hukum, membe-
fikan bartuan hukum mempubiikasiken produk hukum,

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas terssbut pasal 22 Peraturan Da-

erah ini, Bagian Hukum men punyai fuansi ;

8. mengkcordinasikan psrumusan Peraturan Daersh dan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daersh seria mengikuti dan mengolah
parkembangan hukum,

b menelagh dan mengevaluasi peiaksanaan peraluran psiundeng=
undangan dibidang Pemerintahan Dasrah.
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¢ memberikan saran p=rtimbangan dan bartuan hukum kepada
samua unsur “amerintah Oaerah aias masalah hukum yang
dalam pelaksanaan tugas.

d menghimpun peraturan perundang -- undargan, mslakukan pu-
blikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Pasal 24

(1) Bagian Hukum terdiri dari ;
a. Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan dan Psne-
laahan Hukum,

b. Sub Bagian Dokumentssi Hukum.
¢ Sub Bagian bantuan Hukum.

(2) Sub -sub bagian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini
masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yany berada dibawsh dan bertanggu'g jawab langsung
kepada Xepala Bagian Hukum

Pesal 25

Sub Bagian Peraturan Perundang - undangin dan Penelaahan
Hukum mempunyszi tugss
a mengkoordinisikan parumusan rancangan Peraturan Daerah
dan Keputusan Bupati Kepila Daeiah,
b. manelaah dan mengevaluvasi Peraturan Daerah dan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah.
Paszal 286
Sub Bagian Dokumantasi Hukum mempunyei tugas :

a melakukan dokumen dan pubtikasi produk - preduk hukum.
b. manarbitkan Lambaran Daerah.

c. mengatur penyasbaran dokumentasi hukum.

Pasal 27
Sub Bagian bantuan Hukum mempunyai tugas :
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a, menerima mengumpu'kan dan mempelajari rersoa'an-perscalan
hukum yang timoul dalam paleksanaan tugas Femerinteh Daerah

b, memberikan bantuan hukum kepada unsur - unsur pemerintah
Dasrah atas masalah - masalah hukum yang timbul dalam pe-
laksanaan tugas masing masing.

€. memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan
songketa sewa menyewa rumah.

Bagian Kelima
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 28

Bagian Hubungan Wasyaraket mempunyai tugas melaksaraken
sebagian tugas Svkretariat Wilayah / Daerah dalam bidang pem-
binasn dan pengembangan huburgan masyarakat guna meman-
tapkan kebijaksanaan rimpinan Pemerintah Daerzh,

Pasal 29

Untuk menyelenggaraken tugas tersebut pade pasal 28 Peraturan

Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi ;

a. melaksanskan hubungan timbal balik zntera Femerinizh Dee-
rah dengan masyargkat umum dan orgenisasi sesial politik di
Witayahnya,

b. me'aksanakan hubungan dengan satuan - sstusn organisasi
dalam lingkungan daerah untuk memberikan pengertien dan
penerangan tentang kebijekssnaan dan kegiatan Pemerintah
Daerah.

c. meni'ai psndapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pe-
laksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

d. merencanaskan dan msisksansksn kepiatan untuk memperoleh
pengertian keyakinan dan partisipasi masyarakat terhaedap ke-
bijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah.

e. menyelenggarakan kegiatzn penerangan dan per beritaci,

f. melaksanakan inventarisasi dan dekumentasi, fotografi perska-
man, penerbitan dan mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.



— VO i

@. marencanakan dan melaksanakan kegiatar. RSPD mengevaluasi
dan meneliti dampak siaran.

Pssal 30

(1) Bagian Hubungan Ma-syarakat terdiri da«i :
8 Sub Bagcian Penoumpulan dan Penyaringan informasi.
b, Sub Baaian Penerangan dan Pemberitaan
¢c. Sub Bagian Pubtikasi dan Dokumeantaosi.
d. Sub Bagian Pembinaan RSPD

(2) Si1b - subBagian sshanaimana tersebut eyat (1 pasal ini
masing - masina dipimpin oleh secrang Kepai2 Sub Bagian
yang berada dihawah dan bertanacurg izwsb langsung ke-
pada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 31

Sub Barian Penaumnulkan dan Penyaringan informasi mempunyai
tunas melaksanzkan sebagian tugas Sekretaiiat Wilayah / Daerah
da'am :

a. mangumpulkan, menyaring dan menasralisa informasi baik yang
bhara=al dari instansi - instansi vertikal Ninas - dinas Daerah
maupun masvarakat umum,

b melanorkan informasi - informasi yang dianagap perlu ssbegai
umpan balik terhadap p/mpinan Pemerintih Daerah.

Pasal 32

Sub Baaian Penarangan dan “emberitaan mempunyai fucas me-
laksanakan seb=gian tugas Sekretariat Wilayeh / Daerah dalam,

a manyalenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupup
extarn

b menyelanagarakan pamberitaar baik melslui media massa Pe-
marintah Daesrah maupun melalui ~ers.

¢ melayani masyarakat yang memerjukan informasi dan menga-
dakan tanggapan atau penjelasan Psrs
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Pasal 32

Sub Bagian Publikasi dan Dokumeniasi mampunyai tugaes melak-

sanakan sebagian tugas Sskretariat Wilayzh / Daerah dalam

a merencanskan dan menyelecgareken pererbitan dokumentasi
informasi, rekaman, penvyajian data dan pameran,

b. mendistribusikan bah&n - bahan peneibitan.

Pasali 34

Sub Bagian Pembinaan RSPD mempunyai tuoes melaksanakan

sebagian tugas Sekretarizt Wilayah / Da=rah dalam.

a merencanakan dan menysl-ngparakan kegistan RSPD.

b, mengeva'uasi dan meneliti dampak siaran dalam usaha pem-
binaan dan psngembargan RSPD,

Bagian Keenam
Bagian Perekomomian

Fasal 35

Brgian Parekonomian mempunyai tupas me'aksenskan sebagian
tugas Sekrstariat Wilayah / Daerah di bidang p=rekonomian,

Pasal 36

Untuk menyalenggarakan tugas tersebut pada Pasal 35 Peraturan

Daerah ini. Bagian Perekonomian mempunyai fungsi -

a. m=mbina mendorong dan mangembangkan perekonomian
masyarekat, pe'usahaan Daereh perbankan dzersh, lembdga
perkreditan daersh.

b. mengembangkan dan margelala lalu'intas koroditi den trayek-
trayek transpriiasi sesuai dangsn Peraturan Perundang-undangan
yang barlaku.

¢. membina dasn mengembangkan pariwisata Daersh.

d. manyelenggarakan tats usaha bagian.

Pasal 37

(1) Bagian Perskonomian terdiri dari ;

I3
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a Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rekyat.

b Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekoncmian Rakyat.

¢. Sub Bagian Pembinaan Parusahaan Daerah dan Perbankan
Deerah,

d. Sub Bagian Paembinaan Pariwisata Daerah.

(2) Sub - sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini,
masing - masing dipimpin oleh seorang Xepa‘'a Sub Bag'an
yang berada drbawah dan bertanggung jawab langsung ke-
pada Kepala Bagian Perekogomian,

Pasal 38

Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat mempunyai tugas j

a. mendo-ong budidaya perkemtangan perekonomisn rakyat.

b msaniorong peningkatan pengolahan hasil perskonomian dan
kagiatan perindust:ian rakyat.

¢ mendorong penbinzan tata niaga hasil produksi rekyat.

d. menyslenggarakan perumusan naskeah laporan dan penyediaan
data.

Pasal 39

Sub Bagian “embinaan Prasarana Perskonomian Rakyat mempu-
nyal tugas °

a. menuatur frayek - trayek transportasi,

b. mengusahakan kelancaran laluiintas komoditi.

¢ mambina peningkatan sarana dan prasarana perekonomian rakyat

Pasal 40

Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Ferbankan Dae-

rah mempunyai tugas :

a mangumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa dats dan
laporan Perusahaan Dasrah dan Perbankan Daerah,

b. merencanakan dan mempersiepkan ketentuan - ketentuan untuk
pembinaan Peruszhsan Daerah, Pertbankan Dae'ah dan Lemba-
ga Perkreditan Daerah

¢. manyikuti kegiatan - kegiatan Perusahaan Daerah, Perbanken
Daerah dan Lembaga Perkreditan.
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Pasal 41
Sub Bagian Pambinian Pa:iwisata Daergh mempunyai tugss :
a. mengumpuikan, mensistimatisasikan dan menganalisa data ke-
pariwisataen di Daerzh,

b. membina, mendorong dan mengembangkan kepariwisataan
Daerah,

c. mengikuti kegiatan - kegiatan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Ketujuh
Bagian Pembangunan

Pasal 42

Bagian Pembangunan mempunyai tugas malaksanakan sebagian
Sekratariat Wilayzh / Daerah dibidang pambangunan yang dibia—
yai dengan Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah hantuan
pembangunan dan dana - dana pembangunan lain dari Daerah
Yingkat | Jawa Tengah dan Pemerintah Fusat.

Pasal 43

" Untuk manya'engqgarakan tugas tersebut pada Pass| 42 Peraturan
Dasrah ini, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi ;

a. mengumpulkan, mameltihira a7 mangolah data - data serta
manyajikan dokumentasi inforn.asi.

b. malakukan koordinasl penvusunzn program tahunan pembg-
ngunan Daerah dalam lingkungsn S-kretariat Wilayah / Daerah
dan satusn organisasi lair yang ditugaskan kepadanya.

c. mengadakan pangendslian administratif pelaksanaan pembangu-
nan Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Ban'uan Pembangunan dana - dana Pemba-

ngunan dari Daerah Tingkat | Jawa Tengah dan Pemerintah
Pusat,

d melaksanakan evalussi dan penyusunen lappran palaksansen
pembangunan,
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Pasal 44

(1) Bagian Pembangunan terdiri dari §
a Sub Bagian “senyusunan Vslaksanean Progrem,
b. Sub Bagian Pengendalian Pe'aksanaan Piogram.
c. Sub Bagian Evaluasi dan Lapoaran,

(2) Sub - sub sebagaimana tersebut avat (1) Pasal ini, masing -
masing dipimpin olsh Xepala 3ub Bagian yang berada di
bawah dsn bersnggurg jawel. largsing kepade Kepals
Bagian Pembangunan,

Pasal 43

Sub Bagian Penyusunsn Pelaksanaan Frogram mempunyai tugas
mangumpuikan, menganalisa dan mencolah bahan - bahan untuk
penyusunan program psmbangunan daerah yang disjukan oleh
Bagian - bagian pida Sekretariat V/i'avah / Daersh dan Satusn
Organisasi lain yang ditugaskan kesadenya yang dibiayai olsh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Daerah
Tingkat | Jawa Tengah dan Eantuin Pemerintah Pusat dalam
rangka koordinasi penyusunan program - program Pembangnan
Daerah.

Pasal 43

Sub Bagian Pengendslian Pelaksanaa Program mempunyai tugas ;

a. menyispkan pedoms:n dan membori p-tunjuk carz pslaksanaan
pembangunan yanyg dibiayai oleh /inggaran erdapatin dan Be-
lanja Daerah, Bentuen pembangunin den dara - dans pen bengu-
nan 'ain dari Daerzh Tingkat | Jawa Terngah dan Pemerintah Fusat

b. mengikuti psrkembanoan pelaksaiaan program pembangunan
yang dibiayai dengan Anggaran fendapatan dan Belanje Dae-
rah, Bantuan pembangunan dan cana - dana pembangunan lain
dari Daerah Tingkat | uawa Tergah dan Pemerintah Pusat
serta manyiapkan saran penyempurnaan.

Pasal 47
Sub Bagian Evaluasi dan laporan mampunyai tugas 1

a@. mengumpu'kan dan mengolah data pelaksanzan program
pembangunan.

L
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b meyusun bahan laporan pelakssnaan program pembangunan
Daerah,

Fagian Kedelapan
Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 48

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas mengumpul-
dan mengana.isa data, mempersiapkan penyusunan program dan
petunjuk serta memonitor dsn mengevalussi perken bengen di bi-
dang kelembagaan dan ketatsiaksanasn seta menyusun konsep -
konsep mengenai pembakuan sarana serta mengeloia Perpustakaan,

Pasal 49

Untuk menyslenggarakan tugas terssbut pada Peasal 48 Peraturan
Daerah ini, Bag'an Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi ;

a. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep-
konsep psngembangan kelembagaan dan pstunjuk pembinaan
terhadap satuan organisasi di lingkungan Pemetinish Daerah
Instansi Vertikal Departemen Datem Negeri dsan perengkat
Wilayah Ad rinistrasi,

b. mengumpulkan dan mengolah daia serte mempersiepkan saran—
saren pertimbzngan dalam rengka menyusun kons¢p - konsep
dan petunjuk pembinear mencenai tatakerjs, metude kerje dan
prosedur kerja.

€. mengumpulkan dan mangolah dats serta mempersiapkan konsep-
konssp pengembangan dan petunjuk pembinaan tethadap pem-
bakuan sarana kerja dalam rangka efesiensi,

d, mengelola dan mengambangkan perpustakaan,
Pasal 5O

(1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari ;

a, Sub Bagian Kelembagaan,
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan,
¢, Sub Bagian Perpustakaan,
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(2) Sub-sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Fasal ini
masing - masina dipimpin oleh seorsng Kepala Sub Bagian
yang berada dibaw-h dan bertanggung jawab langsung ke—
pada Kepala Bagian Orginisasi dan Tatalaksana.

Pasal 51

Sub Bagian Xelembagasn mempunyéi tugas mengumpu'kan men-
sistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka perbaikan dan
pengembangan organiczsi dalam lingkungan Pemerinteh Daerah
Instansi Veriikel Dspartemen Dalam Negeri dan Perangkat Wila-
yah Administratif.

Pasal 52

Sub Bagian Ketata'zsksanaan mempunyai tugas mengumpulkan,
mensistimatisasikan dan mengoiah cata daiam rangka perbsikan
sistim tatakerja dan metods kerja da'am lingkungan Pemerintah
Daerah Instansi Vertikal Depertemen Dalem Nege:i dan Fersng-
kat Wilayah Administrauf.

Pasal 53

Sub Bagian Pernustaksan mempunyai tugas menyusun rencana
mengaderkan den memefihara buku - buku perpustckzan serta me-
ngatur dan menguius peminjaman buku - buku dan administrasi
Perpustakzen.

Bagian Kese¢rabilan
Bagian Kepegawaian

Pasal £4

Bagian ¥epegawian mempunyai tuzas melaksanakan sebsgian
tugas Sekretariat Wilayah / Daerah calam bidang Kepegawaian.
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Pasal B5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 54 Peraturen
Daerah ini, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. memparsiapkan Peraturan Daerah dalam bidang Kepegawaian,

b. mslaksanakan administrasi kepegawaian.

c. merencanakan dan melaksanakan kegistan untuk peningkatan
kesejahteraan pegawai.

d melakukan kegietan pembinasn karier pegawai,

@ melakukan segala sesustu yang manyesngkut kagietan hukum
pegawai.

f. menyelenggzrakan tata Ussha Bagian,

Pasal &6

(1) Bagian Kepegawaian terdiri dari :
a, Sub Bagian Umum Kepegawaien.
b. Sub Bagian rengembangan Karier Pegawai.
- €. Sub Bagian Mutasi Pegawai.
d. Sub Bagian Pensiun,

(2) Sub -sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang berzda di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Bagian Kepsgawaian.

Fasal 57

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai fugas ;

a. mengikuti perkembangan psraturan perundang -undangan dalam
bidang kepegawaian.

b. m2.yelenggarakan sesuaty mengenai kedudukan pegawai.

C. marencanakan dan mengurus kegiatan untuk meningkatkan ke-
8sjahtaraan pegawai, menyelenggarakan balai pengebatan dan
perumahan.

menyslenggirakan parumusan naskah laporan dan penyediaan
data.

a

Pasal &8
Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawsi mempunyai tuges ;
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a. mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan
kepegawaian,

b. merencanakan susunan kepegawaian ( formasi).

c. mampsrsiapk=n segala kegiatan ysng berhubungan dengan
pembarian penghargaan dan tanda jasa terhadap pegawai.

d. merencanakan pendidikan pegawai can ujian dinas.

Pasal B9

Sub Bagian Mutasi Pegawai mempuny:i tugas §

a. me'akukan penyelesaian administrasi kepegsweaian mangenai
kepangkatan, kenaikan pangkat, kerakan gaji, pemindshan,
pemberhantian. pemberhentian sementara, pensiun, cuti, tugas
belsjar, hukuman jabaten dan lain - fain,

B. manyusun daftar urut kepangkatan pegawai pusat dan Daerah
setahun sekali

¢. mameltharz daftzr penileian pelaksanaer pekerjsan (conduitestaat)

d mempersiapkan data k=pegawaian Pusat dan Daerah,

Pasal 60

Sub Bagian Pensiun mempunvai tugas |

membantu Xepala Bagian Kepegawaian didalam bidang tugasnya
m=nyziasaikan adminis'rasi pensiun.

merencanakan dan mempersiapkan surat ¥eputusan Pensiun,
meiaksanakan dan menyeleszikan pendafiaran istri-istri / anak-
anak sebagal yang berhak menerima pensiun janda / duda.

oo o

Bagian Kesepuluh
Bag:an Keuangan

Pasal 61

Bagian Xeuangan mempunyai tugas meliksanakan sebagaian tugas
sekretariat Wilayah / Daerah dalam bidang Reuangan
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Untuk msenysienggarakan tugas tersebut pada Pasal 61 Peraturan
Dasrah ini, Bagian Keuangan mempunyai tugas

a. mempersiapkan bahan dan menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,

b. mengelola Administrasi Xeuangan Daerzh,

¢. mengadakan panlaian pe'aksanaan Anggaran dan Belanja Daerah

d menyusun rencana Peraturan Daerah dalam bidang Keuangan
Daerah.

e merumuskan petunjuk - petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
didalam bidang Keuangen Daerah,

f. turut serta merencanaxan dan mempersiapkan ketentuan - keten-
tuan peningkatan Pendapatan Daersh.

g. menyelenggarakan tata ussha Bagian.

Fasal 63
(1) Bagian Keuangan terdirl dari ;
a, Sub Bagian Anggsran.
b. Sub Bagian Pembukuan.

¢ Sub Bagian Perbendaharaan
d Sub Bagian Pembinaan Sumber Pandapatan Daerah,

(2) Sub - sub Bagian sebacaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
masing - masing dipimpin ole’ szorang Xepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bazrtanggung jawab langsung
kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 64

Sub Bagizn Anggaran mempunyai tuges ;

8. mempersiapkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
b. msnyiapkan Surat Keputusan Otorisasi.

Pasal 65
Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas ;
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a. mengelola tata pembukuan mengenai penerimaan - penerimaan
dan pe=ngsiuarannya menurut tujuannya.

b memsrikss, mensliti dan menilai realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

c. mansrima dan mencenalisa laperan - laporan tentang penggu-
naan Anggaran Pendapatan dan Belunjs Daerah dan memper-
siapkan pernhitungan Anggaran.

Pasal ©6

Sub Bagian Parbendaharaan mempunyzi tugas :

a menearbitkan surat perintah penagihan.

b, menguji kebenaran penagihan dan menarbitkan Surat Perintah
Membayar Uang atas Keputusan Otcrisasi,

¢ menberikan perlimbangan dan mengikuti pelaksansan penye-
lesaian masalah-masalah perbendaha-aan ganti rugi.

Pasal &7

Sub Bagian Psmbinaan Sumber Pendapatan Dasrah mempunyai
tugas ;

a merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber - sumber
FPendapatan Daerah.

b. merumuskan pstunjuk-petunjuk tentang peningketen dan pem-
bin+an Pendapatan Daerah.

C. turut serta menyiapkan petunjuk - petunjuk teknis tentang pe—
laksanaan paningkatan sumbar Pendzpatan Daerah,

d. secara hisrarchis membina unit orgsnisasi yang ada hubungen-
nya dengan pemasukan Keuangan Dierzh.

@. turut merumuskan peraturan Daerah tentang peningkatan sum-
ber Pendepatan Daerah,

f. menerima, mensistimatisasikan dan menganalisa iaporan-laporan
tentang #endapatan Daersh,

g. mengikuti kegiatan - kegiatan peningkatan Pendapatan Daerah,

Pagian Kesebelas
Bagian Kesejahteraan Rakyat
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Pasal 68

Bagian Kesejahterazn Rakyst mempunyai tugas melaksansken se-
bagian tugas Sekretariat Wileyah/Deetah celem bicere Ketejeh—
teraan Rakyat,

Pasal 8%

Untuk meyelenygarakan tugas tersebut pade Pesa! €S Persturan
Daerah ini, Bagian Kesejahteraan Rakyst mempuyzi furgsi

a merumuskan rencana, mengarahkam dan mengkoordinasikan
kegiatan - kagiatan peningkatan Kesejshteraan kekyat,

b mengatur perijinan ussha sosial sesuai dengan peraturen Per-

_undang -undangan yang berlaku,

C. menyelenggéarakan tate usaha begian.

Pasai 70
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri ;

a. Sub Bagian Sosial.
b Sub Bagian Agema, Pendidikan dan Kebudayaan.
¢, Sub Bagian Kesehatan Masyarakat,

(2) Sub - sub Bagian sebagaimana tersebut eyat (1) Pasal ini,
masing - masing dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Pesa: 71

Sub Bagisn Sosiai mempunyai tuges !

a. mengumpulkan, mensistimatisssiksn dan menganalisa data yang
barhubungan dengan penderita cacat, tuna karya, tuna wisma,
panti asuhan, korban bencana alam dan lain - Iain.

b. mengatur pemberian jjin terhadap kegiatan - kegiatan Sosial yang
berhubungen dengan pertunjukan - pertunjukan, undian, pasar
malam dan iain - lgin,

¢. merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan bantuan ke-
pada Badsn - badan Sosial dan kerban bercena alem.

d. mengkoordinesikan perencanaan dan pembangunen perubahan
rakyat.
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Pasal 72

Sub Sagian Agama, Pandidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas §

b.

0

mangumpulkan, mensistimatisasiken dan menganalisa data da-
lam bidang Agama, pendidikan dan kebudeyaan.
marancanakan pe nberian bantuan teihadap kegiatan masyarakat
dibidang keagamaan

. mengkoordinasiken perencarasn keg stan - kegistan untuk me-

mupuk kepercayazn rakyat dalam bidang kesgemaan dan ke=-
psrcayaan masing - masing.

merencanakazn keciatan psningkatan kerukuran hidup beragama,
msmbantu instansi yang bertugas dalem bidang urusan haji.
merencanakan pemberian bantuan ierhadap kegiatan masyara-
kat dalam bidang Pendidikan dan <nbudayaan.

maiencanakan kegiatan-kegiaten untuk meningkatkan keolah-
ragaan, kepramukaan dan kepemudaun.

Pasal 73

Sub Bagiin Kssehatan Masyarakat mempunyai tuges :

b.

mengumpu'kan, mensistimatisasikan dan menganalisa data dalam
bidang kebersihan dan kesehatan mesvarakat.
mengkoordinasikan kegiatan kegiziar untuk meningkatkan ke-
bersthan dan kesshatan masyarakat.

merencanakan peningkatan sarana kesehatsn dan n engkoordi-
nasikan pamberzntasan p=2nyakit menular, pengawasan rumah
sakit, perusahaan obat - cbstan dan lain - lain,

. mengkoordinasikan pelakssnaan dibiiang keluarga berencana.

peningkatan mutu gizi makan rakyat,

Bagian Keduah«las
Bagian Umura

Pasal 74

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
sokretariat Wilayah / Daerah. dalam bidang
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Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 74 Peraturan

Daerah ini, Bzgian Umum mempunyai fungsi :

a melaksanzkan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan.

b. melsksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Wilayah/Daeral

c. melaksanakan urusan dan kegia'an keamanan kedalem terhadap
personal, material dan informasi.

d melakukan urusan protoko! dan perjalanan dinas.

8. menyelenggarakan tsia usaha Bagian,

Pasal 76

(1) Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Tats Usaha.
b, Sub Bagian Rumah Tangga
C. Sub Bagian Pengamanan Sendi dan Telekemunikasi.
d Sub Bagian Protokol.
@ Sub Bagian Pengadaan dan Perawatsn peralatan.

(2) Sub - sub Begian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
masing - masing dipimpin oleh seorang Kepa'a Sub Bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

-=f Kepala Bagian Umum,

FPasal 77

Sub Bagien Tata Usaha mempunyai iugas ;

8, menerima, mengetik, mengsgenciken, merggendsken meng-
ekspsdisi dan mengirim surat - surat,

b. menyelenggarakan dan membina kearsipan.

Pesal 78

Sub Bagian RumahTangga mempunyai tugas ;

a. menyslenggarakan administrasi dan inventarisasi harta benda
Sekratariat Wilayah / Daerah.

b. mangurus penyediaan, penyimpansn dan pangeluaran barang -
barang untuk keparluan Pemerintah Daerah.

¢. mengurus keperluan rumah Jabatan Bupati Kepala Daerah dan
rumeah —rumah jabatan lainnya,

d; mengurus penggunaan dan pemeliharaan kenderaan dings Se-
kretariat Wilayan / Daerah.



e menyediakan tempat dan keperluan 1apat dan pertemuan dinas
lainnya.

f. manyalenggarakan pengemanan fisik kantor Bupati Kapala
Daerah

g. mancatur dan memelihara kebersihan rueng kantor dan peka-
rangannya.

Pasal 79

Sub Bagizn Pengamanazn Sandi dan Tulekomunikasi mempunyai
tugas i

a. menyusun petunji k - petunjuk tentarg pengamanan informasi,
person| dan materiil,

b merencanekan kagiatan-ksgiatan pengamanan informasi, personil
dan materill.

c. mengirim, menerima dan menyampaiian berita sendi dan berita-
berita fainnya

d. membina, mengembangkan dan memelihaia alat - alat dan
telekomunikasi

e. mengatur jzringan hubungan komunikasi,

Pasal 80

Sub Baglan Protoko! mempunysi tuces ;

a. mampersiapkan acara perjaianan dinas pimpinan Pamerintah
Daerah,

b. mempersiapkan penerimean tamu -lamu Pemeiirich Daerah,
upacara - upacara, rapat-rapit dinas jan pertemuan-peftemuan
lainnya yang diselenggarakan oleh Pameiintah Daerah.

¢ mengurus perjalanan dinas.

Pasal 81

Sub Regian Pengadaan dan Ferawetan Paralatan mempunyai tucas:

g. mengikuti perkembangzn dan pencumpulan informasi harta
serta menilai mutu psrbekalan yarg diperlukan Pemerintah
Daerah.

b. menyelenggrrakan tender.

¢ menyelanggarakean pembsliap alat-alat yang diperluken Peme-
rintah Daerah

d, menyelenggarakan administrasi pencrimaan dan pengeluaran.
alat - alat,
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e. msngatur menyimpan dan menyslenggarakan pemeliharaan dan
pengamanan barang - barang dalam gudang.

f. mempsarsiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk-petunjuk
teknis pemeliharaan barang-barang serta mengikuti perkemba-
ngan pelaksanaan,

g@: memelihara perumahan dinas.

(1)

(2)

8]

(2)

Bagian Ketigabelas
Bagian Tata - Kerja

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Wilayah / Daerah, para
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerspkan prinsip ko-
ordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vartikal dan horizontal.

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalzm lingkungan Sekreta-
riat Wilaysh / Daerah bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan mem-
berikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Pasal 83

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi
petunjuk - petunjuk dan bertancgung jawab kepada atasan
masing-masing dan menysmpsikan laporan pada wakiunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organi-
sasi dari bawahan. dio'ah dan dipergunakan sebzgai bahan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Lewshen.

Pasal 84

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada wakturya
kepada Kepala Bagian sesusi dengan bideng iugssrye den para
Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun lepo-

ran

untuk disampaikan tepat pada wakiunya kepada Sekretaris

Wilayah / Daerah,
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Pasal 85

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan pul!a oleh Pimpinan Satuan Organisasi lain yang
sacara fungsional mempunyal hubungan kerja.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Orgenisasi dibantu
oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawanhannya dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bazwahan masing - masing menga—
dakan rapat berkala.

Pasal 87

Kepala Sub Bagian Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi da—
iam menjatankan tugasnya, teknis operasional berada dibawah dan
bertanggung jawab kepeda Sekretaris Wilayah s Daerah, sedang
teknis administratif berada dibawah dan’ Denanggung jawab ke-
pada Kepala Bagian Umum.

Pasal €8

Kepala Bagian Hubungan Masyarakatd lam memalankantugasnya
teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jaweb ke-
pada Bupati Kepala Daerah, sedangkan tekn's administrasi ber—
tanggung jawab kepada Sekietaris Wilayah / Daeroh

BAB Il |
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYA© DAERAH

Bagian Pertara i =
Kedudakan, Tugas Pokok angsx dan
‘Susunan Organisasi -

Pasal 89

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rekyat Daerah adalah Unsur
Staf yang membantu Pimpinan Dewen PerWnkiJan’Rak\fél
Daerah dalam manyelenggarakan tugas dan kewabannya

(2) Sekretariat Deawan Perwakllan 'Raki at Daerah diplmpl.n. oleh
Ssorang Sokrataris Dewan Perwaki an Rakyat Daerah »
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Pasal 90

Sekretariat Dewan Perwakilen Rakyat Daerah mempunyai tugas 3

malaksanakan sejala usaha dan kegiatan dalam rangks menye-
lenggarakan sidang ~ sidang Dewan Perwaki'an Rakyat Daersh
mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga
D-wan Perwakilan Rakyat Daerah,

- Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan Dewan Perwa-

ki'an Rayat Daerah.

Mengikuti kegiatan sidang - sidang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Dewan
Perweskilan Rekyat Daerah khususnya da'am kegiatan Panitia
Miusyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi dan Panitiakhusus

Pasal 91

Untuk menyslenggarakan tugas tersebut Pada Passl 89 Paiaturan
Daerah ini, Sekretariat Dawan Perwakilan Rakyat Daerah mem-
punyai fungsi :

a

. Foordinasi dalam ani mengatur dan membina kerjasema, me-
nglnt-—gras:ken dan mesngkoordinasikan seluruh penyelenggaraan
tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rekyat Daserah,

. Pey ‘encanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengeolah

menalaah dan mengkowdmasakan perumusan  kebijeksanaan
Pimpinan Dswan Perwakilan Rakyat Daerah,

- Pembinaan administrasi dalam arii membina urusan tata usaha

menge'o'a dan membina kepegawaian, mengelola keuangan
dan psrbekalan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah.

; ‘ﬁﬂnyalenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat -

rapat yang dtselenggarakan oleh Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah,

"Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihera dan membi-

Nna x2amanan serta ketertiban kedalam,
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Pasal 92

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh terdiri dari §

a. Sub Bagian Umum.
b, Sub Bagian Persidangan dan Risalah
c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub - sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini,
masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan
yang bsrada dibawah dan oertanggung jawab langsung kepada
Sekrataris Dewan Perweakilan Rakyut Daerah.

Pasal 93

Sub Bagian Umum mempunyai tugas

8. mampersiapkan penyeienggaraan sidang - sidang Dewan Per-
waki'an Rakyat Daerah.

b mempersiapkan rencana perjalanan Dinas Pimpinan dan Ang-

gota Dewan Perwakilap Hakyat Daerah

mengurus 'umsh tangga, rumah jaba'an dzn gedung - gedung

Dewan Perwezkilan Hakyat Daerah.

d. mengurus kendaraan -kendaraan Dinas, barang-barang lainnya
dan menyzl-nggarakan keamanan pads Kantor Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah.

e melaksanakan peskerjaan surat menyurat yang dipcrlukan oleh
Dewan Perwakilan nakyat Daerah,

v

.

Pasgl 94

Sub Bagian Persidangen dan Risaleh rempunyai tuces :

e. menyelenggarakan pembuatan trisal¢h sidang - sidang yang
diadakan oleh Dewan Peiwakilan Raxyat Daergh.

b. mempe:siapkan penerima:zn tamu - temu Pinmpinan Dewen Per-
wakilan Rakyit Dazrah,

¢ mampersispkan sidang - sidang yzrg diselenggaraken o'eh De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah, tak soal dministrasi maupun
tata tempat,
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Pasal 9%

Sub Bagian Ksuangan mempunyai tuacas :

a. merencanakan anggaran pengeluaran Sekretzriat Dewen Perws-
kilan Rakyat Daerah,

b. mengurus keuangan untuk keperiuan Dewan dan Sekretariat
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah,

¢. menyusun laporan Kkeuangan Sekretariat Dewan Parwakilan
Rakyat Daserah,

Bagian Kedua
Tata - Kerja

Pasal 98

Sekratariat Dewan Perwszkilan Rakyat Daerah dslam menjalankan
tugasnya bertanggung jewab kepsds Ketua Dewan rerwakilan
Rakyat Daerah dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan
dibina oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 87

(1) Dalam malaksarakan tugasnya, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ¥epala Sub Bagian menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,

(2) Seiisp rimpinan Satuan Urganisasi dalam lingkungan Sekre-
tariat Dewan Perwaskilan Rakyet Dsersh bertanggung jawab
memimpin dan mengkoeordinasikan bawahan masing - masing
dan membarikan bimbingan seria petunjuk - petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bswahannya.

Pasal 98

(1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib menaikuti
dan mematuhi petunjuk - pstunjuk dan bertenggune jswab
kepada atasannys masing — masing dan menyampaiken iapo—
san berkala pada wak unya

(2) Seuvap !aporan yang diterima oleh Pimpinan Satusn Organi-
sasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebsgai
bahan penyusunan laporan lebin lanjut dan untuk memberikan
pawunjuk - pstunjuk kepada bawahan.
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BAB 1V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 99

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepsgawaian di-
atur kamudian sesuai dengan #eraturan Perundang - undangan
yang beriaku,

Pasal 100

Bagan susunan Organisasi Sekietariat Wilaysh / Daergsh dan Se-
kretasat Dewan Pe'wakilan Rakyat Daorah sebagaimana tercan-
tum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak ierpisahkan
dari Peraturan Daereh ini.

Pasal 101

Hal - hal yang belum diatur dalam Perzturan Daerah ini. sepan-
jang mengenai pe aksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati nepala Daerah,

Pasai 102

(1) Pada saat barlakunya Peraturan Daersh ini, maka Peraturan
Daarah Kabupaten Daerah Tingket I Rembang Nomor 13
Tahun 1380 tentang Susunan O-genisasi dan Tata Kerja Se-
kretariat Wilayah / Daerah Tingkat Il dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ®&abupaten Daerah Tingkat il Rem-
bang dengan segala Rangkeian peiubahannya dinyatakan ti-
dak berlaku lagi.

(2) Peraturan Dasrah ini, mulei berlaku pada tanggal diundangkan

L8}
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Agar supaya satiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaga Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 5 Desember 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH RABUPAIEN DAERAH

TINGKAT Il REMBANG BUPATI KEPALA DAERAH
KETUA : TINGKAT It REMBANG
SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONO
DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkatl
Jawa Tengah
Tanggal 31 Mei 19881
Nomor 188.3/216/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1991 Seri D No 5
pada tanggal 7 Juni 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDIHARTO
NIP, 500 029 511




PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG
Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat Il dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang
I. PENJELASAN UMUM
1. Landasan Hukum :

a. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 47
@yat (2) menyatakan bahwa Fembentukan Susunen Or—
ganisasi dan Formasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan
Feratuian Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Demikian puia hainya untuk Sekretariat Dewan Perwaki~

ian Rakyet Daerah yaitu Pasal 36 ayat (2).

Dalem Pasal 84 ayat (1) Undang - undang Momor 6 Ta-

hun 1974 szlanjutnya menyatakan bahwa Sekretariat Dag-~

rah adslah Sekretariat Wiiayah, maka dengan demikian

antara Sekretariet D=zerah dan Sekretariat Wiiayah terda-—

pat un:fikasi siruturai.

olsh karena itu penyebuiannya adalah :

1). Untuk Sekreteriat Kabupaien ada ah Sekretariat Wila—
yah / Daerzh.

2), Untuk Sekretariat Kotamadya adalah Sekretariat Kota-
madya / Daerah.

b. Ssbagaipeiaksanasn Pasai 36, 47 dan 84 Undeng-undang
Nomor 5 Tahun 1974, telah dikeluarkan Keputusan Men-
teri Dalam riegeri Nomor 130 Tshun 1978 tentang Fe-
doman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekietanat Wi-
layah / Daerah, Tingkat Il dan Sekretariat Dewan Perwa-
kilan Rekyat Daerah.
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- Tingkat Il ssbagai perubzhan terhadap Ysputusan Men—

C

teri Dalam Megeri Nomor 68 Tshun 1473 tentang Pedo-
man Susunan O-ganisasi dan 'atakerja Sekretariat Dae —
rah Yingkat I,

Bardasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tinakat i
Jawa Teng=h tanggal 5 tei 1988 Nomor 061 1/11734
tanggal 16 Agustus '988 Nomor 061.1 /24735 dan ta—
nggal 21 Nopember 198 Nomor 06',1/32372 Perihal
Peninakatan Sub Bagian Pemerintahan Desa Pads Bagian
Pemerintahan Setwilda Tingkat |l menjadi Bagian Peme-
rintahan Desa maka dipendang perlu meninjau kembali
Susunan Organisasi dan Tatzkerja Sekretariat Wilayah/
Daerah dan Sekretariat Dowan Ferwaskilen Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembanrg.

Sshubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat Il Rewrbeng Nomor 13 Tehun 1880
tantang 3usinan Organisasi dan Tataksrja Sekretariat Wi-
layah / Dasrah Tingkat i dan Sekretariat Dewan Perwaki-
lan “akyat Daerah Kabupatan Daerah Tingkat || Rembang
dengan segzla rangksian perubahannya pe lu diperbaharuhi
untuk disesuaiken dengan maksud surat Gubernur Kapala
Daarah Tinokat | Jawa Tengah terssbut d'atas yang
pangaturannya dituangkan dilam Peraturan Dasrah.

2. Pokok - pokok Materi.

a. Peraturan Daerah ini mengatur 2 (dua) materi Pokok

yaitu Sekratariar Wilayah / Daerah dan Sekratariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat If
Rembang.

b Mengenai Xedudukan, tucas dan Fungsi Sekretriat Wi-

layan ' Dasrah berpedoman pada Xeputusan Menteri Da-
lam ~egeri Nomor 130 Tahun 1978 yang disesuaikan de-
ngan perkembangan keadoaan berdasarkan !

(11 Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jewa
Tengah

1
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tanggal 14 Januari 1983 Nomor 061.1/9983 Perihal
Peningkatan Status Sub Bagian Hubuncan Masyarakst
dan Protokol pada Sekrstariat Wilayah/DaerahTingkat 1l
menjadi Bagian Hubungan Masyarakat,

(2) Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987
Nomor 061 /1214C [ SJ Perihal Peningkstan Sub 8a-
gian Organisasi dan Tatzlaksans merjedi Bagian dan
Surat Menteri Dalem Negeri tanggal 14 Desember 1887
Nomor 081 1/12:9/Litbang Perihal Paningkatan Sub
Bagian Pemeriniahan Desa pada Bagizn Pemerintahan
Setwilda Tingkat Il Rembang menjadi Bagian Peme-
rintahan Desa.

II, PENJELASAN P\SAL DEMI PASAL :

Pasal 1s/d 27
Pasal 28

Cukup jelas

Kepa'a Bagian Hubungan Masyarakat ka-
rena jabatennya bertindak sebagai Juru
bicara Pemerintah Dasrah.

Pasal 29s/d 58 | cukup jelas

Pasal 59 : Yang dimaksud dengan Pegswai Pusat ada
lah egawai Negeri Sipil yeng dipekerja-
kan/diperbantukan kepsda Daerah dan di-
tempatkan di Wilayah Ke/ja Kantor Pem-
bantu Bupati xepala Daerzh, dan ditem-
patken di Wilayah Kecamatan,

Pasal 60s/d 66 Cukup jelas

Pasal 67 Yang dimaksud dengan sumber Pendapa-
tan Daerah ialah semua “endapatan Aslj
Daerah vyang sudah berjalan maupun

sumber-sumber iain yang mungkind igali,
Pasal 68s/d 102 Cukup jelas

-



